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BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa  untuk  mengoptimalkan  penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa, perlu dilakukan penyesuaian produk
hukum mengenai alokasi dana desa;

b. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi
Dana Desa, tidak sesuai lagi dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 96
ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan
materi muatan Alokasi Dana Desa cukup diatur dengan
Peraturan Bupati, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten
Barru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa
perlu dicabut;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah  tentang  Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor <4 Tahun
2007 tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat @ 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5234), sebagaimana  telah  diubah
beberapa kal, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074},

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor
20 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 157);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG ALOKASI DANA DESA.
Pasal |
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alckasi
Desa Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2007 Nomor 4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
padafAanggal 20 ber 2034
BUWFATI/ BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 2o pasenber 2024
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

/

SYARIFUBIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI

SULAWEST SELATAN NOMOR B HK.04.144.24
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR A TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

1. UMUM

Pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, setelah ditindaklanjuti dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta sesuai dengan
proses pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018
Dimana setiap Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan
penataan perangkat daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun
anggaran.

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut diatas, dan juga
memperhatikan asas efektitas dan efisiensi yang sesuai amanat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barru yang
terbentuk saat ini akan mengalami perubahan dengan adanyva
perampingandan pemekaran organisasi perangkat daerah. Sedangkan
beberapa perangkat daerah lainnya hanya dilakukan penyesuaian
struktur organisasi terhadap peraturan perundang-undangan terbaru,
sehingga jumlahnya akan menjadi 26 (dua puluh enam) organisasi
perangkat daerah.

1I. PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas.
Pasal Il

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4
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